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MOTTO 
 
QS Al-Baqarah [275]  
...  َبِّر ل ا  َمَّر َحَو  َع ْي  َ ب ْل ا  ُهَّل ل ا  َّل َح َأَو ... 
“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
x 
 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أي...  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. طلأا ةضوزلاف  Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
FAISAL ALLEN SURYA, NIM: 152111210; PANDANGAN FATWA MUI 
TENTANG JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KREDIT SYARIAH 
(Studi Kasus di Perumahan Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar 
Memiliki rumah merupakan dambaan setiap semua orang, bahkan menjadi 
kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Dari hal tersebut, bank 
syariah menyediakan bentuk pembiayaan berupa Kredit Kepemilikan Rumah 
(KPR) yang bisa dipih sesuai dengan kebutuhan dan bebas bunga riba. Dalam 
memberikan pembiayaan BTN Syariah menggunakan akad mura>bah{ah dalam 
produk KPR BTN Syariah iB. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan 
pembelian rumah dengan KPR di perumahan Jatikuwung dan untuk 
mengetahui Penerapan Pembiayaan Kredit Perumahan menurut Fatwa MUI di 
Jatikuwung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pembelian 
rumah melalui KPR di Perumahan Jatikuwung. Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder didapat dari hasil 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) di Jatikuwung sesuai dengan Fatwa MUI tentang KPR yang 
meliputi Fatwa tentang mura>bah{ah, Fatwa tentang Uang Muka, Fatwa 
mengenai Bunga Bank, Fatwa mengenai Jual Beli. Bahwa jual beli secara 
kredit adalah diperbolehkan dalam syariat dengan syarat harga ditentukan 
diawal. Pembelian KPR dengan sistem kredit syariah adalah tidak 
mengandung unsur riba manakala mengikuti akad bai’ mura>bah{ah. 
 
 
Kata kunci : Fatwa DSN MUI, Kredit Syariah, Akad Mura>bah{ah  
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ABSTRACT 
 
FAISAL ALLEN SURYA, NIM: 152111210 “VIEWS MUI 
ABOUT THE SALE AND PURCHASE OF HOUSING WITH ISLAMIC 
CREDIT” (Case Study in Jatikuwung Housing, Gondangrejo, 
Karanganyar). Owning a house is everyone's dream, it even becomes a 
human need that must be freed. From this case, Islamic banks provide a form 
of financing in the form of Home Ownership Loans (KPR) that can be 
selected in accordance with the needs and freedom of usury interest. In 
providing BTN Sharia financing using murabahah contracts in KPR BTN 
Syariah iB products. 
The purpose of this study was to knowing the mechanism of 
implementing house purchases with KPR in Jatikuwung housing and to 
knowing the applicability of the financing of housing loans according to the 
Fatwa of the MUI in Jatikuwung. 
This type of research is descriptive qualitative field research that 
aimed to evaluating the implementation of home purchases through KPR in 
Jatikuwung Housing and the use of sharia credit cards through DSN MUI 
Fatwa in KPR financing transactions in BTN Sharia Solo. The data used are 
primary and secondary data. Primary and secondary data were obtained from 
observations, interviews, and documentation . 
The results of this study, explain that the implementation of the Home 
Ownership Loans (KPR) in Jatikuwung in accordance with the MUI Fatwa 
the Home Ownership Loans (KPR) that includes a Fatwa on Mura>bah{ah, 
Fatwa about selling and buying, Fatwa about cash advance, Fatwa on bank 
interest. That selling on credit is allowed in islamic law with the terms of the 
price initially determined. Purchased Home Ownership Loans (KPR) with 
credit system of sharia is does not contain elements of riba when following 
the akad bai’ Mura>bah{ah. 
 
Keywords: DSN MUI Fatwa, Sharia Credit, Mura>bah{ah contract 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi khususnya internet dan telepon genggam 
yang membuat setiap orang memiliki akses pribadi secara elektronik, 
memacu inovasi pada media penjualan barang dan jasa, sehingga alat 
transaksinya pun berkembang mengikuti inovasi tersebut. Penjualan 
barang dan jasa di pasar nyata dan maya kemudian dapat dilakukan 
menggunakan alat transaksi elektronik. Sehingga tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa sejauh ini perkembangan alat transaksi sangat 
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kedepan teknologi akan 
memainkan peran yang sangat krusial dalam sektor sistem pembayaran.
1
 
Dengan faktor faktor dan fenomena tersebut, maka muncullah alat 
alat dan instrumen pembayaran seperti kartu kredit, charge card, internet 
banking, phone banking, e-wallet flash payment (payment point) dan lain 
sebagainya yang dihubungkan dengan produk yang telah ada di lembaga 
keuangan dan bank syariah.
2
 Akan tetapi prinsip prinsip dasar sistem 
ekonomi islam akan menjadi dasar beroperasinya bank islam, yaitu tidak 
mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, 
selain kemitraan/kerja sama (mud }a>rabah dan musyara>rakah) dengan 
                                                             
1
Darsono,Ali Sakti, dkk., Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Indonesia, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.254 
2
 Ibid., hlm. 254 
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prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan 
sosial tanpa imbalan apapun.
3
 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak selalu 
bisa di wujudkan oleh semua orang. Faktanya, masih banyak masyarakat 
khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah masih sulit memiliki 
rumah yang layak. Sebagian besar mereka memilih kontrak rumah atau 
tinggal dengan anggota keluarga lain dikarenakan harga yang melambung 
tinggi menyebabkan sedikit masyarakat yang mampu membeli rumah 
secara tunai, Semakin banyaknya jumlah penduduk di kota besar 
menjadikan lahan untuk membangun rumah tinggal juga semakin sempit. 
Hal inilah yang memacu mahalnya harga sebuah rumah belakangan 
ini, belum lagi ditambah masalah penghasilan rata rata masyarakat 
indonesia masih dikisaran UMR (Upah Minimum Regional) sehingga 
memiliki rumah yang layak masih sulit tercapai jika harus membeli secara 
tunai.
4
 Melihat segala masalah diatas membeli rumah dengan angsuran 
merupakan alternatif yang dipilih. Disinilah bank menjembatani 
kepentingan pembeli dan penjual rumah untuk menawarkan fasilitas 
KPR.
5
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 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
hlm. 28 
4
 Rofi Nesti Rahayu, Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Konvensional dan Kredit 
Pemilikan Rumah Syariah, 2018, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 1 
5
 Admin BTN Properti, “Persyaratan Yang Wajib di Penuhi Saat Mengajukan KPR”, 
dikutip dari http://www.btnproperti.co.id diakses tanggal 30 Maret 2019 
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Oleh karena itu, pemerintah menyediakan suatu program untuk 
memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yaitu 
dengan adanya program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
6
 PT Bank 
Tabungan Negara  (BTN) Syariah Solo merupakan salah Bank Syariah 
Indonesia yang menerapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan 
pembiayaan mura>bah{ah yaitu akad jual beli dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakti penjual atau pembeli. 
Bank Tabungan Negara (BTN) Solo memberikan pelayanan pembiayaan 
konsumtif berupa KPR dengan menggunakan akad mura>bah{ah.  
Perumahan Jatikuwung merupakan salah satu perumahan yang ikut 
menggerakan program rumah murah yang dibuat oleh pemerintah, bekerja 
sama dengan salah satu bank swasta di indonesia. Diperumahan 
Jatikuwung terdapat 137 unit rumah dan 3 unit ruko, ini terbagi lagi 
menjadi beberapa blok, diantaranya: Blok A 12 unit dengan type 54, Blok 
B 49 unit dengan type 54 sebanyak 12 unit, type 45 sebanyak 13 unit dan 
type 30 sebanyak 24 unit, lalu Blok C ada 46 unit dengan type 45 
sebanyak 12 unit, type 36 sebanyak 26 unit, type 30 sebanyak 26 unit, 
Blok D 14 unit dengan type 36.
7
 
Alasan penulis memilih judul penelitian ini karena (1) judul 
tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang telah penulis tekuni 
                                                             
6
 Sumber Bank Indonesia, KPR Subsidi dan Non Subsidi, dikutip dari 
http://www.marketingsakti.com/pengertian-kpr-subsidi-dan-non-subsidi/, diakses pada tanggal 25 
April 2018 pukul 10.50 
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 Mbak Zuni selaku Admin di Perumahan Jatikuwung, Wawancara Pribadi, di Kantor PT 
Podo Tresno Mulyo, Pabelan Sukoharjo, Senin  7 Oktober 2019, Pukul 15:00 
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selama belajar di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. (2) 
Kesesuaian bidang yang penulis teliti dan tersedianya sumber literatur 
yang menunjang maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan 
penelitian ini. (3) Animo masyarakat untuk memiliki rumah cukup tinggi. 
(4) salah satu asset investasi (5) perumahan Jatikuwung memiliki program 
rumah murah (bersubsidi) dari pemerintah. 
Dalam praktik kredit perumahan yang ada saat ini tentu akan 
muncul permasalahan yang ditimbulkan, permasalahan yang terjadi 
diantaranya berupa cicilan melalui bank syariah yang ternyata lebih mahal 
dibandingkan dengan cicilan melalui bank konvensional.
8
 Serta 
permasalahan yang lain berupa setiap masyarakat ingin membeli rumah 
secara tunai karena memang dengan pembayaran secara tunai lebih murah 
dibandingkan dengan membeli secara kredit yang notabene lebih mahal.  
Kebanyakan masyarakat justru lebih memilih untuk membeli 
perumahan secara kredit karena memang ada beberapa faktor yang calon 
pembeli tidak bisa memungkinkan untuk membeli secara tunai, yaitu 
penghasilan yang rendah sebagai penyebabnya. Namun setelah dikalkulasi 
pembelian secara kredit jauh lebih mahal ketimbang secara tunai. 
Dengan begitu, alasan judul penelitian ini diangkat menjadi skripsi 
karena memang rumah sebagai kebutuhan primer setiap masyarakat 
(impian setiap masyarakat). Namun masyarakat perlu memahami 
mekanisme pelaksanaannya serta paham bagaimana prosedur jual beli 
                                                             
8
 Syaiful Huda, VP Consumer Financing Group Head CIMB Niaga, dikutip dari 
https://properti.kompas.com, diakses  pada Senin 01 April 2019 Pukul 09.10  
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perumahan dengan sistem kartu kredit konvensional maupun syariah. dan 
masyarakat harus bijak dalam memilih menggunakan kartu kredit 
konvensional atau syariah dalam bertransaksi jual beli perumahan. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik  untuk 
mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perumahan 
yang ada di Jatikuwung tersebut yang dituangkan dalam judul 
“Pandangan Fatwa MUI Tentang Jual Beli Perumahan dengan Kredit 
Syariah (Studi Kasus Di Perumahan Jatikuwung, Gondangrejo, 
Karanganyar)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka dapat saya tuliskan 
Rumusan Masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Praktik Jual Beli Perumahan dengan Sist em Kredit  
Syariah di Perumahan Jatikuwung ?   
2. Apakah Jual Beli Perumahan dengan Kredit Syariah sudah sesuai 
dengan Fatwa MUI ? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Mekanisme Praktik Jual Beli Perumahan dengan 
Sistem Kartu Kredit  Syariah di Perumahan Jatikuwung. 
2. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Kredit Perumahan menurut 
Fatwa MUI di Jatikuwung. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 
bahan acuan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat 
menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang 
dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 
bidang penelitian yang sama. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan  
masukan positif bagi pihak developer selaku pengembang KPR di 
perumahan Jatikuwung dalam pemilihan bahan material bangunan, 
serta menjadikan referensi bagi penelitian yang selanjutnya dalam 
perihal transaksi pembiayaan KPR melalui kartu kredit syariah. 
E. Kerangka Teori. 
1. Fatwa Jual Beli, Uang Muka dalam mura>bah{ah, dan mura>bah{ah 
a. Fatwa Jual Beli 
 KPR merupakan bentuk jual beli tidak tunai atau bai’  al-
taqsith. MUI melalui Dewan Syariah Nasional memberikan arahan 
mengenai transaksi jual beli melalui fatwa DSN-MUI No.110 tahun 
2017. Arahan fatwa MUI tentang KPR rumah yang disampaikan 
pada fatwa tersebut menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan 
jual beli tidak tunai dalam Islam. Seperti nash al-Quran surat Al-
Baqarah (275): 
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...َاب ِّرلا ََم َّرَحَو ََعَْيبْلا َه َّاللَ ََّلََحأَو... 
Artinya: “..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba..” (QS. Al-Baqarah:275)  
b. Fatwa Uang Muka dalam akad mura>bah{ah 
  Fatwa MUI tentang KPR rumah berikutnya adalah terkait 
dengan pembayaran uang muka pembelian rumah. Pembayaran 
uang muka atau down payment (DP) lazim dilakukan dalam 
transaksi jual beli rumah. Uang muka seringkali digunakan untuk 
menunjukkan kesungguhan pembeli dalam transaksi jual beli. 
Sekaligus mengikat penjual untuk tidak memberikan barang 
jualannya kepada penawar lainnya. 
  Seperti tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 13 tahun 2000 
tentang uang muka dalam mura>bah{ah para ulama sepakat bahwa 
hukum meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. 
Sehingga, nasabah dapat menyetorkan uang muka pembelian 
kepada bank, sesuai nominal yang disepakati. Dan apabila ada 
pembatalan permohonan pembelian dari nasabah, maka bank 
diperbolehkan mengambil ganti rugi dari uang muka yang 
disetorkan dan mengembalikan sisanya. 
c. Fatwa Mura>bah{ah 
  Sebagai penggganti transaksi pinjaman uang dengan sistem 
bunga, digunakan akad jual beli mura>bah{ah sebagai salah satu akad 
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KPR Syariah yang sering digunakan di lembaga perbankan syariah. 
Majelis Ulama Indonesia melalui DSN, telah menerbitkan dua fatwa 
ulama mengenai mura>bah{ah, yaitu fatwa DSN-MUI  No. 111 tahun 
2017 tentang akad jual beli mura>bah{ah dan fatwa DSN No. 4 tahun 
2000 tentang mura>bah{ah. 
  Fatwa No. 111 merupakan fatwa induk mengenai 
mura>bah{ah, sehingga dapat digunakan untuk segala kegiatan 
transaksi jual beli secara syariah. Sedangkan, untuk produk KPR 
yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, 
harus memenuhi ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang 
terdapat pada Fatwa DSN No. 4 tentang mura>bah{ah. 
  Selain itu, setiap produk KPR Syariah dan kegiatannya 
wajib mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah di lembaga 
keuangan tersebut. DPS inilah yang menguji kesesuaian produk 
dengan ketentuan fatwa MUI tentang KPR rumah, sehingga setiap 
produk KPR yang menggunakan akad mura>bah{ah telah sesuai 
ketentuan syariah. 
2. Teori Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam istilah fiqh disebut Al-bai’  yang menurut 
etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli ialah suatu 
perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai 
secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda 
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benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Jual beli 
adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan 
uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu 
kepada yang lain atas dasar saling mereka.
9
 
Secara istilah, Menurut Mazhab Hanafiyah Jual beli adalah 
pertukaran harta (ma>l) dengan harta dengan menggunakan cara 
tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang 
memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk 
menggunakannya cara tertentu yang dimaksud adalah s{igat atau 
ungkapan ijab qabul.10  
b. Hukum Jual Beli 
Secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya 
mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi’i menegaskan bahwa 
dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila 
dengan keridhaan  dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual beli 
itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang makna nya termasuk 
yang dilarang beliau.
11
 
c. Rukun Jual Beli 
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 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat, (Jakarta: DU Publishing),  hlm. 26 
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Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun 
sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu 
menjadi tidak sah hukumnya. Rukunya ada 3 perkara yaitu : 
1) Adanya Penjual dan Pembeli 
2) Adanya akad atau transaksi, barang yang diperjualbelikan 
3) Lafaz ijab dan qabul 
d. Syarat Jual Beli 
Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek 
jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu: 
1) Kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan 
sukarela, tanpa ada paksaan 
2) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual 
beli, yakni dia adalah seorang mukalaf dan ra>syid (memiliki 
kemampuan dalam mengatur uang) Kedua,yang berkaitan dengan 
objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya, yaitu: 
a) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau 
harganya/uang). 
b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa 
menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin 
dari pemilik barang. 
c) Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah 
menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau 
sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. 
11 
 
d) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara 
jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. 
3. Teori mura>bah{ah 
a. Pengertian mura>bah{ah  
Mura>bah{ah  adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. 
Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual 
kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah 
dengan keuntungan yang disepakati.
12
 Dalam akad mura>bah{ah, 
penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga 
beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. 
Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah 
keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur 
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan.
13
 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah memberikan definisi tentang mura>bah{ah dalam 
penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 
ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan “akad 
mura>bah{ah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 
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 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2012), hlm 108 
13
 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan, 
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 271 
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disepakati. mura>bah{ah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang 
diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang 
membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.
14
 Dalam hal ini, 
lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas 
pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut 
yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari 
pemasok barang.  
b. Syarat-syarat mura>bah{ah 
1. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus cakap 
hukum atau baligh (dewasa) dan saling merelakan. 
2. Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas 
dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan 
tidak termasuk dalam kategori haram serta  harus 
mengandung manfaat yang jelas  sehingga penyerahannya 
dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan karena barang 
merupakan hak milik sepenuhnya pihak yang berakad. 
3. Harga dan keuntungan harus disebutkan.  
4. Tidak membatasi jangka waktu.15 
c. Rukun mura>bah{ah 
Rukun mura>bah{ah dalam praktik perbankan syariah meliputi:16 
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 Sutan, Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk dan Aspek-aspek Hukumnya, 
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 Boedi, Abdullah dan Beni Ahmad S, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), 
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1. Adanya para pihak yang berakad yaitu penjual (bai’) dan 
pembeli (Musytari). 
2. Adanya objek atau barang (Mabi’) yang diperjual belikan. 
3. Adanya kesepakatan harga (Tsaman). 
4. Adanya ijab dan qabul (s{igat). 
5. Tujuan akad (maudu al-„aqd)  
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail  seperti yang 
telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha 
untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya karya yang 
mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka pustaka 
yang ingin ditelaah dalam penulisan ini antara lain : 
Pertama, Skripsi dari Siti Muslihah dengan Judul Pelaksanaan  
Akad Mura>bah{ah Dalam Kepemilikan Rumah (KPR) Di BTN Syariah 
Solo Dalam Pandangan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Murabahah, 2018, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam 
penelitian skripsi dari saudari Siti menjelaskan Pelaksanaan Kredit 
Pemilikan Rumah dengan Akad Mura>bah{ah dalam pandangan  Fatwa DSN 
MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang membedakan dengan penelitian 
saya ialah penggunaan transaksi nya secara kredit syariah.
17
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 Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114 
17
 Siti Muslihah, Pelaksanaan  Akad Murabahah Dalam Kepemilikan Rumah (KPR) Di 
BTN Syariah Solo Dalam Pandangan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Murabahah, 2018, Fakultas Syariah,  IAIN Surakarta 
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Kedua, Skripsi dari Imam Achdiyaat R. Hasrif dengan judul Kartu 
Kredit Bank Syariah  (Analisa Penggunaan Alat alat Transaksi), 2012, 
Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Alaudin Makassar dengan rumusan 
masalah bagaimana metode penggunaan Kartu Kredit sebagai alat 
transaksi pada Bank Syariah. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan metode dan sistematika penggunaan kartu kredit sebagai alat 
transaksi pada bank syariah. Didalam skripsi tersebut juga dijelaskan 
manajemen pengelolaan dana bank syariah, jenis jenis sumber dana pada 
bank syariah, alat alat transaksi dana pada bank syariah. Dalam analisa nya 
dipaparkan mengenai pemanfaatan kartu kredit pada bank syariah antara 
lain: manfaat keuntungan, kerugian dalam penggunaan kartu kredit. 
18
 
Ketiga, Skripsi dari Dian Safitri Pantja Koesoemasari dengan judul 
Studi Kartu Kredit Vs Kartu Kredit Konvensional, Fakultas Ekonomi 
Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan rumusan berapa frekuensi  
pengguna kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah bagi orang 
yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan preferensi orang islam  yang 
menggunakan kartu kredit konvensional terhadap kartu kredit 
konvensional dan kartu kredit islam.
19
 
Keempat, Skripsi dari Miftakhul Zannah dengan judul 
Implementasi Fatwa DSN MUI: No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah 
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Imam Achdiyaat R. Hasrif, Kartu Kredit Bank Syariah  (Analisa Penggunaan Alat alat 
Transaksi), 2012, Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Alaudin Makassar 
19
Dian Safitri Pantja Koesoemasari; Kartu Kredit Vs Kartu Kredit Konvensional, 
Purwokerto: Fak. Ekonomi Universitas Wijayakusuma 
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Card (Studi kasus di BNI Syariah Bandar Lampung) 2017,Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dengan rumusan masalah 
apakah Implementasi  Kartu Kredit Syariah sesuai dengan Fatwa DSN No. 
54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card pada BNI Syariah Bandar 
Lampung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 
implementasi kartu kredit syariah dengan fatwa DSN No. 54/DSN-
MUI/X/2006 tentang syariah card pada BNI Syariah Bandar Lampung.
20
 
Disini dijelaskan mengenai penggunaan iB hasanah card dan didalam 
hasanah card terdapat firu Danaplus yang merupakan fasilitas untuk 
melakukan transfer dana dari iB hasanah card ke rekening tabungan 
pemegang kartu dimanapun. Pelaksanaan iB hasanah card pihak bank 
memberikan kemudahan dengan melonggarkan sedikit aturan yang 
terdapat pada ketentuan penerbitan iB Hasanah Card meskipun nasabah 
belum memiliki kriteria, namun pada pelaksanaannya kurang ada 
transparansi mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah 
sehingga nasabah merasa dirugikan karena ketidakjelasan biaya yang 
harus dikeluarlan tiap bulan. 
Sedangkan penulis dalam penelitian yang berjudul “Pandangan 
Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Jual Beli Perumahan 
dengan Sistem Kartu Kredit Syariah (Studi Kasus di Perumahan 
Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar)” Penelitian yang penulis teliti 
                                                             
20
Miftakhul Zannah, Implementasi Fatwa DSN MUI: No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang 
syariah Card (Studi kasus di BNI Syariah Bandar Lampung) 2017,Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Raden Intan Lampung. 
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membahas mengenai Sistem Kredit Syariah dalam penggunaan Jual Beli 
Perumahan apakah sudah sesuai dengan DSN MUI No. 54/DSN-
MUI/X/2006 serta penerapan akad dalam Jual Beli perumahan tersebut 
dan Penerapan Pembiayaan Kredit di Perumahan Jatikuwung. 
Disini penulis menjelaskan pelaksanaan jual beli perumahan secara 
kredit yang sesuai ketentuan syariah dan penerapan Fatwa DSN MUI yang 
menjadi acuan dalam Kartu Kredit Syariah itu sendiri dan penulis sebisa 
mungkin untuk mendeskripsikan hal hal yang memang penting bagi para 
pembaca dalam transaksi jual beli perumahan yang notabene sebagai 
kebutuhan primer masyarakat karena rumah menjadi salah satu impian 
setiap orang. 
Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian atau 
skripsi yang telah ada diatas ialah mengenai Pelaksanaan Jual beli 
Perumahan yang sekaligus menggunakan Kartu Kredit Syariah dimana 
dalam penelitian yang saya tulis ini bertujuan agar masyarakat yang ingin 
membeli rumah secara kredit dapat memahami pelaksanaan dan prosedur 
nya secara syariah yang tentunya yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dan 
apakah jual beli perumahan dengan sistem kartu kredit syariah sudah 
mencakup ketentuan yang DSN keluarkan, sehingga dalam hal ini 
membedakan isi skripsi yang penulis buat sebagai kelebihan dan 
keunggulan juga. 
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G. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan  mengumpulkan, 
mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu dalam sebuah peristiwa, 
untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis 
proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan  dinamika 
hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika 
ilmiah.
21
 Sedangkan menurut Lexy J Moleong jenis penelitian 
lapangan (field research) ialah memaparkan serta menggambarkan 
keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi 
maupun referensinya bersumber dari lapangan dengan menganalisa 
dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah 
dikumpulkan.
22
 
2. Sumber Data 
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta:Bumi Aksara, 
2013), hlm 80 
22
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdaya, 
2013), hlm. 36 
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Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek 
darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
dua sumber data yaitu primer dan sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung peneliti 
dari sumbernya.
23
 Data primer ini penulis dapatkan melalui 
wawancara  langsung dengan sebagian para calon pembeli 
perumahan, Marketing dari pihak Developer, serta dari pihak Bank 
BTN Syariah. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian 
sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
24
 
Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder 
adalah dokumen, arsip dan data data lain yang berkaitan dengan 
judul penelitian. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk 
memperoleh data dan informan adalah: 
a. Perumahan Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar 
b. Bank BTN Syariah Cab. Surakarta 
                                                             
23
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91 
24
 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
hlm. 57  
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan 
oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara 
teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan. 
a. Interview atau Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode  dalam pengumpulan 
data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(informan). 
Sedangkan menurut menurut Lexy J. Moleong, wawancara 
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)  yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang kemudian dicatat 
atau direkam dengan alat perekam ataupun telepon genggam.
25
 
b. Observasi 
Observasi adalah metode penelitian dengan cara pengamatan 
langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata 
tentang kegiatan yang diteliti.
26
 seperti calon pembeli perumahan 
yang sedang melakukan transaksi kepada pihak developer. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...., hlm. 186 
26
 P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek Cet ke-1, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1991), hlm. 63 
20 
 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal hal yang ada 
kaitannya dengan objek penelitian, menyelidiki benda benda 
tertulis seperti buku buku, majalah dan dokumen
27
. Untuk metode 
ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen 
dokumen  yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. 
Seperti gambaran tentang letak geografis Desa Wonorejo, foto dan 
data data lain yang mendukung dalam penelitian ini. 
5. Analisis Data 
Analisis data yaitu proses mengorganisasikan data dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data.
28
 
Kualitatif yaitu data yang tidak  merupakan perhitungan dan pengujian 
angka angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan metode 
deduktif. Analisa data (kualitatif) pada dasarnya merupakan proses 
pengorganisasian dan mengurutkan data baik yang merupakan hasil 
pengamatan, field notes, wawancara mendalam, dan sebagainya 
kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja. Tujuan 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2010), hlm. 201 
28
 Sugiyono, Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 
2014), hlm 244 
21 
 
pengorganisasian dan pengolahan data tersebut untuk menemukan 
tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan 
penelitian ini maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :  
BAB I berisi tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, 
Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka. Bab ini merupakan arti penting 
dalam penyajian skripsi nantinya, dengan memberikan gambaran secara 
jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas. 
BAB II berisi tentang Landasan Teori Jual Beli, Dasar hukum Jual 
Beli, Rukun Jual  Beli, Syarat Jual Beli, Teori Murabahah, Rukun 
Murabahah, Syarat-syarat Murabahah, Jenis Murabahah. 
BAB III berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, 
Sejarah Bank BTN Syariah,Visi Misi Bank BTN Syariah, Struktur 
Organisasi Bank BTN Syariah, Produk Produk Bank BTN Syariah, Praktik 
Pembiayaan dan Pengajuan KPR 
BAB IV membahas tentang Analisis Pengajuan Kredit Pemilikan 
Rumah di Jatikuwung serta Penerapan Pembiayaan Kredit Pemilikan 
Rumah secara syariah menurut fatwa MUI. 
 BAB V berisi tentang Kesimpulan Dan Saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI  
JUAL BELI, FATWA DSN MUI TENTANG UANG MUKA DALAM 
MURA>BAH{AH, FATWA DSN MUI TENTANG MURA>BAH{AH 
A. Jual Beli (bai’) 
1. Pengertiani Jual Beli 
Secara bahasa, kata bai’ berarti pertukaran secara mutlak masing-
masing dari kata bai’ dan s{ira>  digunakan untuk menujuk apa yang 
ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata mus{tara>k 
(memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling 
bertentangan.   
Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli ialah saling tukar 
menukar harta melalu cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 
diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 
Dalam definis ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 
dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli 
dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh 
melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
1
 
Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli (bai’) dalam 
syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau 
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 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 111 
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pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang 
diizinkan.
2
  
Menurut Taqiyudin  jual beli adalah saling menukar harta (barang) 
oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul 
sesuai dengan syara’.3 Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili jual beli 
adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.
4
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan inti dari jual beli ialah suatu 
perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar 
kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian 
atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.5 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong 
antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli 
tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan 
tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. 
Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan 
pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan 
keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Cet. 1, 5 jil, terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad 
Khoyrurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 27. 
3
 Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, Kifayah al Akhyar, Juz 1 (Surabaya: 
Syirkah Piramida, t.t), hlm. 147 
4
 Wahabah az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh, juz 5, hlm. 3304 
5
 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet 1, (Yogyakarta: Teras), 2011, hlm. 52 
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beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya.
6
 Dalam 
Q.S An-Nisa’ [29] :  
                          
                                
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.7 
Jual beli disyaratkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ 
umat. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275, Allah Swt. Berfirman yang 
artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”.  
3. Hukum Jual Beli 
Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah 
mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-
Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam 
asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ih{tikar (penimbunan 
barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjaknya harga 
melonjak naik). 
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 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54 
7
 Departemen Agama RI, Al Qur’an Terjemah Per-kata, (Bandung: Syammil Al Qur’an), 
hlm. 284 
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4. Rukun jual beli 
Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab 
dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari 
akad (ijab dan qabul), ‘a>qid (penjual dan pembeli), dan ma’qud ‘alaih 
(objek akad).
8
 
Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu 
ada empat, yaitu:
9
 
1) Ada orang yang berakad atau al-muta’a >qidain (penjual dan pembeli) 
2) Ada s{igat lafal ijab dan qabul 
3) Ada barang yang dibeli 
4) Ada nilai tukar pengganti barang. 
Jual beli dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu 
yang dipertukarkan adalah barang kecil. Dalam transaksi ini dilakukan 
dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini 
dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam 
masyarakat. Dalam ijab qabul, tidak ada lafaz{-lafaz{ tertentu yang harus 
digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan makna, 
bukan lafadz dan struktur. 
 
 
                                                             
8 Ibid., hlm 55 
9
 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 115 
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5. Syarat-syarat ijab qabul 
Dalam ijab qabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan hal-hal 
berikut:
10
 
1) Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam 
satu majelis tanpa ada pemisahan yang merusak di antara keduanya. 
2) Ijab sesuai dengan kabul dalam bentuk apa yang wajib diridhai oleh 
kedua pihak. 
3) Ijab qabul menggunakan lafadz lampau. 
6. Syarat jual beli 
Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu:
11
 
1) Syarat terjadinya akad (in’iqad) 
2) Syarat sahnya akad 
3) Syarat terlaksananya akad (lafadz) 
4) Syarat lujum. 
B. Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka dalam 
Mura>bah{ah   
Dalam akad pembiayaan Mura>bah{ah Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) diperbolehkan meminta uang muka apabila kedua belah pihak 
bersepakat. Untuk besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan 
kesepakatan. Jika nasabah membatalkan akad Mura>bah{ah, nasabah harus 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid V,terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: 
Republika Penerbit, 2018), hlm. 7. 
11
 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah...,hlm 76. 
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memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Jika jumlah 
uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada 
nasabah. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan  kelebihannya kepada nasabah.
12
 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi peselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.  
C. Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura>bah{ah   
1. Pengertian Mura>bah{ah   
Secara etimologi murābaḥah berasal dari kata rābaḥa-yurābiḥu- 
murābaḥatan.13 Murābaḥah secara etimologi, artinya memberi 
keuntungan atau laba atau menunjukkan kebersamaan dan saling memberi 
keuntungan atau laba di antara yang berakad atau orang yang sedang 
mengadakan persekutuan.
14
  
Secara syara’, pengertian Mura>bah{ah adalah jual beli barang 
sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan 
yang disepakati.
15
 Karena dalam definisinya disebut adanya 
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 Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam mura>bah{ah 
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 Imam Mustofa,  Fiqh Mu’amalah Kontemporer, Ed.1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 
2016), hlm. 65. 
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 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam 
Indonesia, Cet. 3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 263. 
15
 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah Jilid 1, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2017) hlm.208. 
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“keuntungan yang disepakati”, karakteristik Mura>bah{ah adalah si 
penjual (pihak bank) harus memberi tahu pembeli (nasabah) tentang 
harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 
ditambahkan pada biaya tersebut.
16
 
 Pihak bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 
sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok 
ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus 
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 
dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak 
dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, 
Mura>bah{ah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi 
tsaman ajil atau muajjal).
17
 
Menurut Syafii Antonio, ba’i al-murabahah (deferred 
payment sale) adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-murabahah, 
penjual harus tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 
tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
18
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Menurut Ashraf Usmani, murabahah adalah: 
“Murabahah is a particular kind of sale where the seller 
expressly mentions the cost of the sold commodity he has 
incurred, and sells it to another person by adding some profit 
thereon.Thus, murabahah is not a loan given interest; it is a sale 
of a commodity for cash/deferred price.
19
 
 
 
Menurut Ulama Mura>bah{ah dibedakan menjadi beberapa 
pengertian: 
 
a. Hanafiyah mengatakan, murabahah adalah 
memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain 
sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan 
pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang 
diinginkan. 
b. Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat Mura>bah{ah adalah 
jual beli yang dilakukan seorang dengan mendasarkan pada 
harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat 
harus sepengetahuan kedua belah pihak.
20
 
Akad Mura>bah{ah ini adalah salah satu konsep fiqh 
muamalah yang paling banyak diminati dan dipraktekkan oleh 
perbankan syariah. Akad ini banyak diminati dikarenakan faktor 
keamanan dan minimnya resiko bagi bank syariah dibanding akad 
mud }a>rabah  dan musyara>rakah.21 
                                                             
19
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana, 2014) hlm.193. 
20
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009) hlm.85. 
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam pasal 19 ayat 
(1) huruf d tersebut, menjelaskan bahwa murabahah ini adalah akad 
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
penjual dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
keuntungan yang disepakati.
22
 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada 
pasal 20 ayat 6 Buku II  menjelaskan bahwa definisi mura>bah{ah 
adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh 
shahibul al mal dengan melalui pihak yang membutuhkan melalui 
transaksi jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 
dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur.
23
 
Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 
7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana 
Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 
Prinsip Syariah menjelaskan bahwa pengertian akad  mura>bah{ah 
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adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan 
margin keuntungan yang disepakati.
24
 
Menurut Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
akad Mura>bah{ah, yaitu menjual satu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba.
25
 
Berangkat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
mura>bah{ah adalah suatu akad jual beli dengan menyatakan harga 
perolehan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
26
 
2. Rukun dan Syarat Mura>bah{ah 
 
Menurut Jumhur Ulama, Rukun Mura>bah{ah dibagi menjadi 3 bagian 
yaitu: 
a. a>qidain / pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang 
memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah 
pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. 
b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan Tsaman 
(harga) 
c. s{igat yaitu ijab dan qabul.27 
                                                             
24
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/46/PBI/2005 TENTANG AKAD 
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN 
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. 
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Menurut Syafii Antonio, Syarat Akad Mura>bah{ah ada 5 yang harus 
terpenuhi yaitu sebagai berikut: 
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan. 
c. Kontrak harus bebas dari riba. 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian. 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
utang.
28
  
3. Manfaat dan Risiko Yang Harus Diantisipasi Ba’i al Mura>bah{ah 
 
a. Manfaat Ba’i al Mura>bah{ah 
Sesuai sifat bisnis, transaksi ba’i al mura>bah{ah mempunyai 
beberapa manfaat, antara lain: 
1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari 
penjual dengan harga jual kepada nasabah. 
2. Sistem ba’i al mura>bah{ah sangat sederhana, sehingga skim yang 
paling banyak digunakan sesudah sistem akad mud}a>rabah   
                                                                                                                                                                      
27
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009) hlm.90. 
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 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
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3. Penanganan administrasinya juga mudah. 29 
b. Risiko yang harus diantisipasi  
1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar 
angsuran 
2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di 
pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank 
tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 
3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena 
itu, sebaliknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain 
karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda 
dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak 
pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan memjadi 
milik bank. Dengan demikian, bank mempunya risiko untuk 
menjualnya kepada pihak lain. 
4) Dijual; karena ba’i al Mura>bah{ah bersifat jual beli dengan 
utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi 
milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset 
miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi 
demikian, risiko untuk default akan besar. 
30
 
                                                             
29
 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2012) hlm. 164 
30
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
2001) hlm.107. 
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4. Jenis Mura>bah{ah 
Mura>bah{ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 
Mura>bah{ah tanpa pesanan dan Mura>bah{ah berdasarkan pesanan 
1) Mura>bah{ah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, 
ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang 
dagangannya.
31
 Barang yang disediakan sama sekali tidak 
tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau tidak adanya 
pesanan, atau ada dan tidaknya pembeli. Mura>bah{ah ini bisa 
dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh.  
2) Mura>bah{ah berdasarkan pesanan, bank syariah baru akan 
melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang 
memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada 
pesanan. Yaitu : 
a) Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain 
untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama 
b) Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang yang 
dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi 
terhadap harga barang.  
c) Setelah diperoleh kesepakatan antara pemasok, maka 
dilakukan proses jual beli. Bank sebagai harus 
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memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan 
barang 
d) Kemudian barang melakukan proses transaksi jual beli 
murabahah dengan nasabah. 
e) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual, 
yaitu bank syariah kepada pembeli.
32
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Mura>bah{ah 
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 BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PENGAJUAN KPR DI BANK BTN 
SYARIAH SOLO 
A. BTN Syariah 
1. Sejarah singkat Bank BTN Syariah 
BTN Syariah diresmikan pada tanggal 14 februari 2005, BTN 
Syariah sebelumnya dikenal dengan nama Unit Usaha Syariah Bank BTN, 
tetapi kemudian diadakan perubahan terhadap nama tersebut agar lebih 
mudah bagi masyarakat untuk mengingatnya. Faktor utama didirikannya 
BTN Syariah adalah tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan 
jasa keuangan syariah, keunggulan dalam prinsip syariah, Fatwa MUI 
tentang bunga bank dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada 
tahun 2004 merupakan factor-faktor lainnya.
1
 Bank BTN telah memiliki 
jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia dengan 23 Kantor Cabang 
Syariah. Kantor Cabang Syariah Solo berdiri pada tanggal 29 Desember 
2005.   
Adapun tujuan didirikan BTN Syariah adalah sebagai berikut:
2
 
a. Meningkakan daya saing 
b. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang 
menghendaki produk perbankan syariah. 
                                                             
1
 Website BTN Syariah, http://www.btn.co.id/profil_syariah., diakses 7 Mei 2019, pukul 
14.34 
2
 Ibid 
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c. Mempertahankan loyalitas nasabah bank BTN yang 
menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah. 
2. Prinsip Operasional BTN Syariah 
Landasan operasional dari BTN Syariah adalah sebagai berikut: 
a. Al qur’an dan Hadits sebagai landasan  utama penerapan prinsip syariah 
dalam kegiatan perbankan. 
b. Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 
1992 tentang perbankan terutama pasa 8 mengenai kegiatan usaha bank 
berdasarkan prinsip syariah. 
c. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah jo PBI NO. 7/35/PBI/2005 
tentang perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004. 
d. PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum 
konvensional menjadi bank umum bersdasarkan prinsip syarih dan 
pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum 
konvensional. 
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI tentang lembaga keuangan 
syariah. 
f. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tentang 
akuntansi perbankan syariah paragraf tentang murabahah 
g. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). 
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3. Struktur Organisasi BTN Syariah 
a. Branch Manager 
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas sesuai batas 
kewenangan 
2) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Good Corporate 
Governancce 
3) Bertanggung jawab atas operasional BTN Cabang Syariah secara 
keseluruhan 
b. Junior Secretary 
1) Menerima dan menjawab telepon serta mecatat pesan pesan lewat 
telepon 
2) Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan  
3) Menyusun acara kerja sehari hari pimpinan 
c. Comercial Deputy Branch Manager 
1) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di 
unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank 
2) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Selling Service, Teller 
Service, Customer Service dan Finance Service di kantor cabang 
dengan baik 
d. Supporting Deputy Branch Manager 
1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang 
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi 
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2) Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam 
bidang pemrosesan transaksi, administrasi pembiayaan, dan 
administrasi umum cabang. 
e. Accounting 
1) Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan laporan keuangan 
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas 
2) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengarsipan bukti dasar, bukti 
transaksi, dan listing dilakukan dengan tertib dan benar 
f. Internal Control 
1) Melakukan pengawasan terhadap operasional Kantor Cabang 
Syariah terkait dengan proses transasksi harian 
2) Melakukan kontrol atas penyelesaian pengaduan nasabah 
g. Financing Administration 
1) Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan pencairan 
pembiayaan 
2) Bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan 
dokumentasi pembiayaan 
h. Human Capital Support Staff 
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi personalian 
2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi logistik 
i. Teller Staff 
1) Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan nonm tunai nasabah 
melalui loket 
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2) Bertanggung jawab atas penerimaan kas awal hari dan penyerahan 
kas akhir hari 
j. Customer Service Officer 
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aplikasi pembukaan 
rekening, penutupan rekening atau bahkan blokir 
2) Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah prima 
k. Junior Financing Analyst 
1) Bertanggung jawab menghasilkan pembiayaan consumer yang 
berkualitas  
2) Bertanggung jawab atas analisa dukungan pembiayaan consumer 
dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga 
l. Kliring 
1) Bertanggung jawab dalam proses transaksi kliring, Credit Nota dan 
Admin Giran 
2) Bertanggung jawab dalam proses penerimaan warkat dari bank lain 
m. Financing Document 
1) Bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas dokumen 
pembiayaan yang belum diterima bank 
2) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan, penyusun dan 
penyimpanan dokumen pembiayaan 
n. Collection 
1) Mengunjungi nasabah-nasabah yang membayarnya menunggak 
sekaligus menanyakan kepastiannya 
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2) Melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan  bank bagi 
nasabah menunggak tersebut 
o. Supporting Staff 
Supporting Staff adalah karyawan bank yang melakukan 
perkerjaannya tidak pada sisi manajerial, namun pada sisi pendukung 
(supporting) untuk kelancaran proses manajerial 
p. Outsourcing  
Bank BTN Syariah Solo biasanya melakukan outsourcing secara 
sementara, dari Bank BTN Konvensional yang berlokasi di Jalan 
Slamet Riyadi No. 282 Solo. Outsourcing ini biasanya dilakukan karena 
keterbatasan jumlah karyawan BTN Syariah, sehingga jika salah satu 
tidak berangkat kerja, maka Bank BTN melakukan outsourcing agar 
proses kerja yang ada di bank dapat berjalan seperti biasa dan tidak ada 
hambatan.  
4. Visi dan Misi BTN Syariah 
Sebagai Unit Usaha Syariah dari bank induknya yaitu Bank 
Tabungan Negara, maka sudah tentu visi dan misi dari Bank Tabungan 
Negara Unit Usaha Syariah (BTN Syariah) tak terlepas dari visi, misi dan 
tujuan dari bank induknya yaitu Bank Tabungan Negara. 
Visi BTN Syariah: “menjadi strategic Bussines Unit BTN yang 
sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan 
mengutamakan kemaslahatan bersama.” 
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Misi BTN Syariah : 
a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank Tabungan 
Negara. 
b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul 
dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan 
syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 
nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. 
c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan 
prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN 
dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta 
meningkatkan  shareholders value. 
d. Memberikan keseimbangan dalam pemunahan kepentingan 
segenap stakeholders serta memberikan ketentaraman pada 
karyawan dan nasabah. 
5. Produk BTN Syariah 
Pada Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah (BTN Syariah) 
terdapat 2 (dua) jenis produk, yaitu produk penamaan dana dan produk 
pembiayaan yang pembahasannya adalah sebagai berikut : 
a. Produk Penanaman Dana 
1) Deposito Batara Syariah 
Yaitu penanaman dana nasabah  yang penarikannya  dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. 
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Prinsipnya adalah kerjasama investasi antara nasabah sebagai 
pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Hasil keuntungan  
dari pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/rasio 
yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. 
2) Tabungan Batara Wadiah  
Yaitu titipan nasabah yang berbentuk tabungan sesuai prinsip 
wadi‟ah  yad adh-dhamamah yang dapat diambil setiap saat. Tidak 
ada imbalan  yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian  
bonus yang bersifat suka rela dan tidak diinformasikan secara lisan 
maupun tertulis dari pihak BTN Syariah. 
3) Tabungan Batara mud}a>rabah 
Yaitu tabungan yang menggunakan prinsip mud}a>rabah  mutlaqah, 
ialah kerjasama investasi antara pemilik dana nasabah dengan 
pengelola dana/BTN Syariah yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan dana. Hasil keuntungannya dibagikan sesuai dengan 
nisbah/rasio yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening 
oleh kedua belah pihak, penarikannya dapat dilakukan menurut 
syarat syarat tertentu. 
4) Giro Batara Syariah 
Yaitu titipan nasabah yang berbentuk giro sesuai prinsip wadi‟ah yad 
adh-dhamamah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan media cek, bilyert giro, atau media lainnya. 
 
49 
 
5) Tabungan Haji Baitullah 
Tabungan Haji Baitullah merupakan tabungan yang bersifat investasi 
atau berjangka yang diperuntukkan bagi calon  jamaah haji dalam 
rangka persiapan Baiaya perjalanan Ibadah Haji. 
b. Produk Pembiayaan  
1) Produk Pembiayaan KPR BTN Syariah 
Yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah berdasarkan prinsip 
mura>bah{ah sebesar harga beli ditambah margin yang telah disepakati 
kedua belah pihak. 
2) Pembiayaan Istishna BTN Syariah 
Yaitu sistem pembiayaan syariah dimana BTN Syariah akan 
memesankan barang atau membangun rumah sesuai dengan  pesanan 
dan pembayaran angsuran. 
3) Pembiayaan Multiguna BTN Syariah  
Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian kendaraan 
bermotor  berdasarkan prinsip murabahah sebesar harga beli 
ditambah marjin yang disepakati  kedua belah pihak . pembayaran 
dapat dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan 
kesepakatan. 
4) Pembiayaan musyara>rakah Konstruksi BTN Syariah 
Yaitu pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya 
disesuaikan dengan porsi penyertaan. Pembiayaan ini dapat 
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disalurkan untuk berbagai jenis usaha konstruksi perumahan, 
perdagangan, pertanian, jasa dan lain lain. 
5) Pembiayaan mud }a>rabah modal kerja 
Yaitu penyediaan dana oleh Bank BTN Syariah untuk memenuhi 
kebutuhan modal kerja usaha nasabah. 
B. Praktik Pembiayaan Murabahah Perumahan (KPR BTN Syariah) Pada 
Bank BTN Syariah Surakarta 
1. Akad mura>bah{ah 
Bank BTN Syariah Solo memberikan layanan dan fasilitas kredit 
dengan menerapkan akad mura>bah{ah  pada beberapa produknya. Hasil 
penelitian lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad mura>bah{ah pada 
produk Bank BTN Syariah Solo sudah sesuai dengan teori yang telah 
dibahas sebelumnya.  
Pada bagian aplikasi pembiayaan KPR BTN syariah ada 4 (empat) 
hal yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:   
a. KPR BTN Sejahtera iB 
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad mura>bah{ah 
(jual beli) dalam rangka pemilikan rumah. Manfaat yang akan didapat 
oleh nasabah yaitu diantaranya proses mudah dan cepat, angsuran ringan 
dan tetap s/d lunas (flat) dan gratis asuransi jiwa dan kebakaran. Lokasi 
perumahan dapat dijangkau dari berbagai pusat antara lain: SD 
Gondangrejo 02 Karanganyar sebagai sarana pendidikan, lalu terdapat 
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Puskemas Gondangrejo, Apotik Kinanthi sebagaai sarana kesehatan, dan 
terdapat Swalayan, Pasar Gondangrejo sebagai sarana perbelanjaan, serta 
tempat olahraga GOR Futsal Ksatria. Dari berbagai sarana tersebut, 
Perumahan Jatikuwung menawarkan harga yang terjangkau serta citra 
merek perumahan yang dapat bersaing dengan perumahan lain yang lebih 
modern. 
b. KPR BTN Indent iB 
KPR BTN Indent iB adalah produk pembiayaan dalam rangka 
pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara indent (atau dasar 
pesanan), bagi nasabah perorangan dengan prinsip akad Istishna‟ (jual 
beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan 
bulanan) dalam jangka waktu tertentu Unit Usaha Syariah menggunakan 
akad Istishna’ untuk produk ini, yaitu dengan membeli perumahan yang 
dibangun pengembang atas dasar pesanan atau permintaan nasabah. 
Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan:
3
 
1) Dengan akad berdasarkan prinsip Istishna’ maka kesepakatan harga 
tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir jangka waktu 
sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir. 
2) Selama masa pembangunan nasabah belum diwajibkan membayar 
angsuran (diberikan grace period atau penundaan pembayaran). 
                                                             
3
 Mas Hedi, Sales Marketing KPR, Wawancara Pribadi,  di BTN Syariah Solo, Jumat 18 
Oktober 2019, Pukul 10:30  
52 
 
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun 
4) Maksimal pembiayaan bank 80% dari harga beli rumah dari developer 
dan 20% sisanya share uang muka nasabah. Untuk pembayaran 
angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10%. 
c. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB 
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad mura>bah{ah  
(jual beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat 
tinggal. Manfaat yang akan didapat oleh nasabah diantaranya yaitu 
mendapatkan nilai pembiayaan maksimal, margin kompetitif, nominal 
angsuran ringan dan mendapat perlindungan asuransi jiwa dan 
kebakaran. Calon nasabah dapat melakukan pembiayaan tersebut dengan 
syarat :
4
 
1) Warga Negara Indonesia (WNI) 
2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah 
3) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun 
4) Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun 
5) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI  
Clear) 
6) Memiliki NPWP atau SPT Psl 21 
 
                                                             
4
 https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-
Syariah/Produk-BTN-Syariah/Pembiayaan/Pembiayaan-Perumahan/Pembiayaan-Bangun-Rumah-
BTN-iB, diakses 3 Desember 2019,  jam12.00 
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d. Produk pembiayaan KPR BTN Platinum iB 
Pembiayaan KPR BTN adalah pembiayaan yang diperuntukkan 
untuk membiayai nasabah yang akan membeli  rumah, rumah toko, 
rumah kantor, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya dan/atau tanah 
untuk dimilki atau dipergunakan sendiri (rumah baru/lama). Pembiayaan 
KPR BTN Platinum iB adalah berdasarkan prinsip mura>bah{ah  yaitu 
harga beli ditambah marjin yang disepakati kedua belah pihak. 
Mura>bah{ah  adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. 
Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada 
nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati.
5
 Dalam akad mura>bah{ah, penjual menjual 
barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual 
barang disebut dengan margin keuntungan. Harga jual bank adalah harga 
beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan.
6
 Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa 
                                                             
5
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2012), hlm 108 
6
 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan, (Yogyakarta: 
UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 271 
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praktek akad mura>bah{ah  telah diterapkan di Bank BTN Syariah pada 
beberapa produknya tersebut diatas. 
Rukun mura>bah{ah dalam praktik perbankan syariah meliputi:7 
1. Adanya para pihak yang berakad yaitu penjual (bai’) dan pembeli 
(Musytari). 
2. Adanya objek atau barang (Mabi’) yang diperjual belikan. 
3. Adanya kesepakatan harga (Tsaman). 
4. Adanya ijab dan qabul (s{igat). 
5. Tujuan akad (maudu al-„aqd)  
Syarat-syarat yang harus ada dalam akad mura>bah{ah meliputi8 : 
1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian), pembeli kedua 
hendanya mengetahui harga pembelian karena mengetahui ialah 
syarat sah jual beli. 
2. Mengetahui besarnya keuntungan, keuntungan yang diminta penjual 
hendaknya jelas karena keuntungan adalah bagian harga barang 
sedangkan mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli. 
3. Bai’menjelaskan kepada musytari apabila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian 
hari. 
4. Akad harus bebas dari riba hal ini berarti akad yang dibuat para 
pihak baik bai’ maupun musytari tidak boleh mengandung unsur-
                                                             
7
 Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114 
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unsur riba sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah 
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan 
Syariah. 
5. Transaksi yang pertama hendaknya sah secara syara‟ (rukun yang 
telah ditetapkan), apabila transaksi yang pertama tidak sah maka 
barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara mura>bah{ah 
karena mura>bah{ah adalah menjual sesuai dengan harga pertama 
(modal) dengan menambah keuntungan. 
6. Bai’ harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
7. Syarat dalam transaksi mura>bah{ah bahwa objek barang harus telah 
ada dan telah dimiliki oleh bai’. 
Setelah kepemilikan objek akad pembiayaan mura>bah{ah pada 
bank syariah, bank syariah dapat membeli langsung barang kebutuhan 
musytari dari toko/supplier atau dapat juga melalui sistem pesanan 
(mura>bah{ah dengan pesanan). Kepemilikan barang oleh bank syariah 
merupakan hal yang paling esensial dalam akad pembiayaan mura>bah{ah. 
Hal ini terakit dengan kedudukan bank syariah sebagai penjual  dan 
nasabah sebagai pihak pembeli. Dalam akad pembiayaan mura>bah{ah, hak 
milik bank atas barang didapat dari perikatan/kontrak yang menyebabkan 
terjadinya perpindahan hak milik (jual beli). 
Sebagai bentuk pembiayaan yang membiayai kebutuhan 
konsumen, pada praktiknya bank akan membeli barang yang diinginkan 
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oleh nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan. 
Ketika barang tersebut diserahkan oleh bank ke nasabah, maka secara 
yuridis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah boleh membayar 
harga barang tersebut secara cicilan (installment) atau sekaligus (hum 
sump) pada waktu yang telah disepakati. Untuk menjamin agar nasabah 
melakukan pembayaran atas piutang/tagihan (recievable) tersebut, bank 
dapat meminta kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat berupa agunan 
barang maupun penjaminan/penanggunan oleh orang atau koperasi. 
Dalam hukum Indonesia, agunan tersebut  dapat berupa hak hak jaminan 
atas barang  seperti hak tanggungan, hipotek, gadai dan fidusia.  
Contoh penerapan perhitungan Akad mura>bah{ah:  
Shandy membeli rumah seharga Rp 500.000.000,- dengan DP 
(uang muka) 20% serta margin keuntungan 5% dari nilai rumah dengan 
tenor 15 tahun, maka jumlah angsurannya adalah : 
1. Pembayaran DP kepada pengembang atau pemilik rumah (jika beli 
rumah second) 
DP = Rp 500.000.000 x 20% 
DP = Rp 100.000.000 
2. Cicilan tiap bulannya selama 15 tahun 
Cicilan = 400.000.000 x (5%x15) + 400.000.000 : 180 
Cicilan = 300.000.000 + 400.000.000 : 180 
Cicilan = 3.800.000/bulan 
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Dari contoh diatas maka dapat diketahui perhitungan pembiayaan 
dengan menggunakan akad mura>bah{ah pada pembiayaan diterapkan oleh 
Bank BTN Syariah Solo dimana penerapan akad mura>bah{ah sudah sesuai 
dengan teori pada bab yang telah dibahas sebelumnya, akad mura>bah{ah 
digunakan produk pembiayaan yang objek/barang yang ditransaksi sudah 
ada atau sudah jadi. Selain contoh perhitungan diatas juga disertakan 
jurnal perhitungan akad mura>bah{ah. 
2. Akad Istishna’ 
Bank BTN Syariah Solo telah menerapkan akad istishna‟ pada 
produknya yakni KPR BTN Indent iB dimana KPR BTN Indent iB 
merupakan produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, 
rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah 
perorangan dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam 
jangka waktu tertentu. 
Menurut Mas Hedi menyatakan bahwa
9
 “akad istishna disini 
diterapkan pada kredit rumah, dimana rumah yang akan dibeli harus 
dipesan dulu (indent).” 
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada praktek 
pembiayaan KPR BTN Indent iB menggunakan akad istishna‟ dan telah 
sesuai dengan teori yang dibahas pada bab sebelumnya dimana istishna’ 
                                                             
9
 Mas Hedi, Sales Marketing KPR, Wawancara Pribadi, di BTN Syariah Solo, Jumat 18 
Oktober 2019, Pukul 10:30 
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merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam 
kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat 
barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 
barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada 
pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga setelah sistem 
pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau 
ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. 
Rukun istishna’dalam praktik perbankan syariah meliputi : 
1. Pembeli (mustashni), sebagai pelaku akad yang akan memesan barang 
tertentu dan penjual (sha‟ni) sebagai pemasok atau pembuat barang 
yang diinginkan mustashni dengan spesifikasi tertentu. 
2. Objek akad, yaitu barang tertentu dengan spesifikasi dan harga khusus. 
3. S{igat  yaitu ijab dan qabul 
Syarat-syarat yang harus ada dalam akad istishna‟ meliputi : 
1. Bai’ istishna‟ mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas 
barang yang dipesan. 
2. Bai’istishna‟ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 
3. Dalam bai’istishna‟ identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus 
sesuai permintaan pemesanan 
4. Pembayaran dalam bai’istishna dilakukan pada waktu dan tempat yang 
telah disepakati. 
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5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar 
menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek 
dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan 
dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau 
membatalkan pemesanan.  
Contoh perhitungan akad istishna‟ 
PT Surya membutuhkan rumah tipe 120/216 dengan spesifikasi 
khusus untuk kantor. Harga rumah Rp 200 juta, dana yang dibayarkan PT 
Surya untuk uang muka Rp 50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan 
kepada bank syariah. Setelah akad ditanda tangani antara PT Surya dan 
Bank Syariah dengan nilai Rp 200 juta, Bank Syariah memesan kepada 
pengembang dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 
9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp 1 juta, dan akad 
ditandatangani antara bank dan PT Surya pada 1 juli 2019. PT Surya 
menyerahkan uang muka sebesar Rp 50 juta. Disamping itu bank juga 
menandatangani akad pembelian/pesanan kepada pengembang pada 1 juli 
2019, dengan harga beli Rp 170 juta. 
Penyelesaian : 
Pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai 
dibangun dan diserahkan bank syariah kepada PT Surya dengan harga 
kontrak 200 juta. 
Harga pokok rumah = 170 juta 
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Jadi laba bank syariah = Rp 200 juta – Rp 171 juta = Rp 29 juta 
Harga jual bila diangsur 2 tahun = Rp 200 juta + 10% (Rp 200 juta) 
 = Rp 220 juta 
Angsuran/bulan = Rp 220 juta/24 = Rp 9.166.667,- 
Margin/bulan = Rp 20 juta/24 = Rp 833.333   
C. Praktik Pengambilan KPR di Perumahan Jatikuwung 
KPR atau Kredit Pemilikan Rumah menjadi salah satu solusi bagi kita 
yang ingin memiliki rumah idaman, pasalnya banyak orang yang masih belum 
mampu membeli rumah secara tunai mengingat harga tanah yang terus naik. 
Menurut Bank Indonesia, cukup menyediakan uang muka sebesar 30 persen 
dari nilai rumah dan sisanya akan digenapi oleh bank melalui KPR. Ada 
beberapa dana yang perlu disiapkan sebelum membeli rumah : 
1. Biaya tanda jadi  
Sebelum membayar dari pihak developer akan meminta untuk membayar 
biaya jadi sebagai tanda memesan unit rumah (kesungguhan untuk 
membeli). Biaya tanda jadi tidak hanya berlaku untuk rumah baru, tapi juga 
untuk membeli rumah bekas. 
2. Uang muka 
Biaya lain yang harus disiapkan ialah uang muka yang harus dilunasi setelah 
mencapai akad kredit dengan bank menandatangani Surat Perjanjian Jual 
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Beli (SPJB) di notaris. SPJB merupakan tanda bukti pelunasan uang muka 
saat akad kredit. 
3. Biaya notaris untuk mengikat kredit dan sertifikat tanah 
Biaya notaris bertujuan untuk mengikat kredit dan juga sertifikat tanah, 
tidak cuma itu saja biaya ini mencakup balik nama sertifikat tanah dan 
dokumen lain yang berkaitan dengan rumah. Untuk biaya itu sendiri 
tergantung kebijakan masing-masing notaris. Namun, pada umumnya perlu 
mengeluarkan uang sebesar Rp 5 juta. 
4. Biaya asuransi 
Jika pengajuan KPR di setujui oleh bank, biasanya akan ada biaya asuaransi, 
Untuk besaran tergantung masing-masing bank. Tapi rata-rata sekitar 1 
persen  dari jumlah pinjaman. Serta perlu menyiapkan dana untuk asuransi 
jiwa sekaligus asuransi kebakaran.
10
 
Pengajuan atau Pengambilan KPR di Developer Jatikuwung : 
1. Melengkapi persyaratan dokumen 
Dokumen pribadi : 
a. KTP dan KK 
b. NPWP 
c. Buku Nikah 
d. Slip Gaji 
e. Surat Keterangan Bekerja (bagi pegawai) 
                                                             
10
 Mbak Zuni selaku Admin di Perumahan Jatikuwung, Wawancara Pribadi, di Kantor 
PT Podo Tresno Mulyo, Pabelan Sukoharjo, Senin  7 Oktober 2019, Pukul 15:00  
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f. Rekening koran tabungan 3 bulan terakhir 
Dokumen rumah yang akan dibeli : 
a. Salinan sertifikat tanah 
b. Salinan izin mendirikan bangunan 
c. Salinan surat tanda jadi dari developer/penjual rumah  
Setelah semua dokumen lengkap barulah mengajukan KPR ke bank. 
Bank akan memeriksa semua dokumen secara administratif, bank juga 
akan memeriksa BI checking calon nasabah tersebut. 
2. Proses appraisal 
Setelah lolos BI checking dan berhasil mendapatkan pinjaman dari 
bank, maka tahap selanjutnya adalah proses appraisal untuk menentukan 
harga dari rumah yang akan dibeli oleh calon nasabah. 
3. Kalkulasi penawaran bank 
Saat bank akan memberitahu biaya appraisal dari rumah tersebut dan 
setuju mencairkan pinjaman KPR : 
a. Perhatikan tawaran suku bunga 
b. Syarat dan ketentuan 
c. Cek secara detail rincian biaya 
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4. Kredit disetujui bank 
Saat kredit disetujui oleh bank, maka kamu harus menyiapkan 
beberapa dokumen. Bank pada umumnya juga akan menunjuk notaris 
untuk mengurus soal persyaratan dan soal tarif. Tarif notaris meliputi jasa 
pengurusan dokumen perjanjian kredit (PK), akta jual beli, biaya balik 
nama, pajak, cek sertifikat, akta pemberian hak tanggungan, dll 
5. Tanda tangan akad kredit 
Proses pengajuan KPR yang terakhir adalah tanda tangan akad 
kredit. Proses ini dilakukan dihadapan notaris, ada beberapa pihak yang 
harus hadir saat tanda tangan akad kredit, antara lain : 
a. Pihak pembeli (suami dan istri) 
b. Wakil dari bank 
c. Pihak penjual 
d. Notaris 
Semua pihak tersebut tidak bisa diwakilkan karena harus 
menunjukan identitas aslinya ke notaris. 
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BAB IV 
ANALISA PRAKTIK PENGAMBILAN PERUMAHAN JATIKUWUNG DI 
BANK BTN SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI 
 
A. Praktik Pembiayaan KPR di Perumahan Jatikuwung 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) di BTN Syariah Cabang Solo 
yaitu termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
(KPR) pada produk BTN Syariah Cabang Solo yang dinamakan pembiayaan KPR 
BTN Sejahtera iB ialah layanan pembiayaan jangka pendek, menengah dan 
panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), baik baru 
maupun bekas dilingkungan developer maupun non developer, dengan sistem 
mura>bah{ah.1 
Dalam melakukan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di 
Perumahan Jatikuwung, Gondangrejo, yang terpenting calon nasabah harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, persyaratan 
tersebut antara lain meliputi
2
 : 
a. Usia Produktif 
1) Warga Negara Indonesia  
2) Tidak Cacat Hukum 
                                                             
1 Mas Hedi, Sales Marketing KPR, Wawancara Pribadi, di BTN Syariah Solo, Jumat 18 
Oktober 2019, Pukul 10:30 
2
 Mbak Zuni selaku Admin di Perumahan Jatikuwung, Wawancara Pribadi, di Kantor PT 
Podo Tresno Mulyo, Pabelan Sukoharjo, Senin  7 Oktober 2019, Pukul 15:00 
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3) Minimal berusia 21 tahun, jatuh tempo maksimal 55 tahun untuk 
pegawai dan 60 tahun untuk wiraswasta 
4) Jika pegawai ketentuan pensiun 55 tahun jatuh tempo tidak melebihi 
umur pensiun instansi bersangkutan 
5) Untuk pegawai instansi, umur saat pembiayaan jatuh tempo dapat 
melebihi maksimal jika menyerahkan bukti akan tetap bekerja di 
instansi yang sama atau tempat tinggal lain dan bukti diverifikasi 
dengan kewenangan pemutusan ada pada pejabat pemegang 
kewenangan memutus pembiayaan sesuai unit kewenangan. 
b. Ketentuan pekerjaa sebagai berikut : 
1) Fix Income (pegawai) 
Sumber penghasilan single income 
a) Pegawai tetap diperusahaan saat ini, 
i) Minimal kerja 1 tahun termasuk masa kerja sebelum pegawai 
tetap atau, 
ii) jika diperusahaan sekarang belum ada 1 tahun, minimal 
pengalaman 1 tahun diperusahaan terakhir. 
b) Pekerja Kontrak  
i) Minimal pengalaman kerja 2 tahun diperusahaan saat ini atau, 
ii) Minimal 1 tahun diperusahaan saat ini, dengan pengalaman 
minimal 5 tahun diperusahaan terakhir.  
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iii) Minimal 6 bulan diperusahaan dengan pengalaman minimal 5 
tahun diperusahaan terakhir.  
 Sumber pengembalian joint income 
a) Nasabah dan pasangan pegawai perusahaan saat ini 
i) Minimal pengalaman kerja 2 tahun diperusahaan saat ini 
ii) Minimal 1 tahun di perusahaan saat ini dengan pengalaman 
minimal 5 tahun diperusahaan terakhir. 
b) Nasabah pegawai pasangan kontrak 
i) Minimal pengalaman kerja 2 tahun diperusahaan saat ini 
ii)  Minimal 1 tahun di perusahaan saat ini dengan pengalaman kerja 
minmal 5 tahun di perusahaan terakhir. 
2) Wiraswasta atau profesional  (non fix income) 
a) Kategori 1 
i) Perorangan dengan usaha berbentuk badan hukum 
ii) Memiliki pengalaman dibidang usaha minimal 2 tahun berturut 
turut (bukti izin usaha atau praktik, minimal SIUP) 
iii) Memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi kebenarannya 
iv) Telah beroperasional secara menguntungkan 
v) Memiliki historical cash flow yang memenuhi kewajiban sewa 
atau angsuran 
b) Kategori 2 
i) Perorangan usaha bentuk non badan hukum 
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ii) Memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi kebenaranya 
iii) Telah beroperasi secara menguntungkan 
iv) Memiliki historical cash flow yang mampu memenuhi 
kewajiban sewa atau angsuran 
c. Ketentuan penghasilan sebagai berikut 
1) Penghasilan pegawai 
a) Penghasilan pegawai yang diakui adalah gaji pokok diakui sebesar 
100% 
b) Tunjangan yang bersifat 
i) Tetap, yaitu tidak terkait dengan jabatan atau posisi atau lokasi 
kerja, diakui sebesar 100% 
ii) Tidak tetap, yaitu terkait dengan jabatan atau posisi atau lokasi 
(tunjangan jabatan atau istilah sejenis lainnya) atau terkait 
dengan lokasi kerja 
2) Penghasilan wiraswasta atau profesional 
Penghasilan wiraswasta atau profesional dapat diverifikasi 
kebenarannya, baik dari mutasi rekening keuangan usaha di bank atau 
bank lain maupun dari pembukuan usaha atau catatan transaksi usaha 
calon nasabah. 
3) Diperkenankan joint income penghasilan nasabah (sebagai pegawai atau 
wiraswasta) dengan penghasilan istri atau suami nasabah (sebagai atau 
wiraswasta) dengan ketentuan : 
a) Penghasilan istri atau suami nasabah 
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diakui 100%, jika payroll penghasilan istri dan suami nasabah dari 
perusahaannya setiap bulan distorkan ke rekening istri atau suami 
nasabah tersebut di bank, atau jika payroll penghasilan istri atau 
suami nasabah tidak disetorkan ke rekening istri atau suami nasabah 
tersebut di bank, tetapi tidak dapat dibuatkan standing instruction 
(minimal selama masa pembayaran) untuk transfer ke rekening 
nasabah di bank. 
b) Penghasilan istri atau suami nasabah tersebut di atas harus dapat 
verifikasi oleh bank dan tercermin dalam rekening giro atau 
tabungan.   
d. Bersedia membuka rekening tabungan yang telah ditunjuk oleh Perusahaan 
Podo Tresno Mulyo yang merupakan pengembang perumahan. 
e. Jenis dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan KPR antara lain :  
      Tabel 1.0 
Jenis dokumen persyaratan 
No 
Jenis Dokumen Syarat Pengajuan 
(Dokumen fotocopy setelah 
dicek dengan  aslinya harus 
diberi stempel sesuai asli oleh 
cabang) 
Pegawai 
Pekerja 
profesi 
Wiraswasta 
1 Asli formulir aplikasi diisi 
lengkap dan benar 
      
2 Fotocopy KTP calon nasabah 
dan suami/istri 
      
3 Fotocopy KK       
4 Fotocopy Surat Nikah        
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5 Fotocopy sertifikat tanah objek 
agunan 
      
6 IMB/IPMB/IPR/RPL ijin 
pendahuluan mendirikan 
bangunan/ surat ijin sejenis dari 
instansi setempat yang 
berwenang 
      
7 PBB tahun terakhir       
8 Fotocopy rekening 
tabungan/giro (R/K) pribadi 3 
bulan terakhir yang 
mencerminkan gaji/penghasilan 
      
9 Laporan keuangan perusahaan 
(neraca dan atau L/R) dan 
fotocopy bukti catatan 
transasksi bisnis 
     
10 Asli slip gaji 3 bulan terakhir 
dan atau surat keterangan 
penghasilan yang sejenisnya 
    
11 Fotocopy ijin ijin praktik 
profesi 
     
12 Fotocopy akte pendirian 
perusahaan beserta perubahan 
dan izin izin  usaha TDP dan 
SIUP 
     
13 Fotocopy NPWP pribadi/SPT 
pribadi 
      
14 Asli surat keterangan kerja     
 
 
1. Penilaian pembiayaan KPR di Perumahan Jatikuwung3 
a. Tujuan  
Dalam pelaksanaan pembiayaan, nasabah harus menjelaskan tujuannya 
secara jelas untuk apa pembiayaan tersebut.  
b. Penilaian dengan prinsip 5 C dan 7 P 
                                                             
3
 Bapak Teguh selaku Direktur, Perumahan Jatikuwung, Wawancara Pribadi, di Kantor 
PT Podo Tresno Mulyo, Pabelan, Sukoharjo, Senin 7 Oktober 2019, Pukul 15:00 
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Untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, maka 
bank berhak mengetahui layak atau tidak layak seorang calon nasabah 
menerima pembiayaan tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan 
dengan prinsip 5 C dan 7 P 
1) Character  
Karakter calon nasabah baru diketahui oleh bank, yang dapat 
diperoleh dari tes wawancara seperti cara hidup, keadaan keluarga 
sosialnya dan lain sebagainya. Orang yang memiliki karakter baik 
akan berusaha untuk membayar pembiayaannya dengan baik. 
2) Capacity 
Untuk mengetahui kemampuan usaha dan kemampuan pengambalian 
pembiayaan, maka dapat langsung mengamati kegiatan usaha dan 
mengetahui kemampuan dalam pengambilan pembiayaan yang 
diberikan kepada nasabah. 
3) Capital 
Mengetahi besar modal yang diajukan oleh nasabah dan beberapa 
keuntungan yang akan diperoleh. 
4) Condition 
Dapat diketahui dari hasil wawancara kondisi nasabah dan dapat 
melihat kegiatan langsung dilapangan 
5) Collateral 
Bank meminta jaminan dari nasabah agar nasabah tidak melanggar 
ketentuan ketentuan yang telah disepakati. 
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Sedangkan dengan prinsip 7 P 
1) Personality 
Bank dapat menilai dari sisi kepribadiannya apakah calon nasabah baik 
atau tidak 
2) Party 
Calon nasabah dibedakan dalam beberapa golongan. Golongan 
tersebut berdasarkan modal dan seberapa banyak nasabah 
3) Purpose 
Mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan pembiayaan 
4) Prospect 
Menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah akan 
menguntungkan atau tidak 
5) Payment 
Bank berhak mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan 
pembiayaan dan dari mana sumber dana yang diperoleh untuk 
mengembalikan pembiayaannya. 
 
6) Profitability 
Dapat diukur dari aliran dana nasabah dari periode ke periode apakah 
ada peningkatan atau tidak 
7) Protection  
Tujuannya menjaga pembiayaan yang diberikan  oleh bank melalui 
suatu perlindungan 
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c. Hubungan perbankan 
1) BI checking 
Pengecekan dengan cara menanyakan keadaan atau performance 
calon nasabah kepada bank atau lembaga keuangan terkait atau non 
bank yang ditunjuk oleh bagian marketing. Termasuk meneliti mutasi 
rekening koran, evaluasi atas rekening koran untuk memastikan 
bahwa omset dalam satu tahun telah sesuai. Bila BI checking baik 
maka pembiayaan layak untuk dilanjutkan. 
2) Bank checking 
Untuk menilai apakah pembiayaan yang diberikan kepada calon 
nasabah layak atau tidak selain cara yang disampaikan diatas, salah 
satu yang lain adalah dengan bank checking. Dilakukan secara 
personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama 
maupun dari bank yang berbeda. Biasanya setia officer mempunyai 
pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan nasabah. 
2. Keputusan pembiayaan 
Keputusan pembiayaan harus mempertimbangkankelayakan suatu 
pembiayaan. Kesusuaian dengan kebijakan, mempertimbangkan keamanan 
pembiayaan dan prosedur pembiayaan. 
a. Rapat komite 
Usulan pembiayaan yang telah disepakati dipresentasikan oleh komite 
pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite 
pembiayaan sesuai dengan batasan kewenangan memutusnya. Lembaga 
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komite yang terdiri dari Komisiaris Direktur Utama, General Manager, 
Account Officer, dan petugas administrasi pembiayaan terhadap 
permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya 
menjadi bahan pertimbangan layak atau tidak layaknya disetujui. 
b. Sirkulasi  
Adalah proses pengambilan keputusan oleh para anggota komite 
pembiayaan tanpa melalui rapat komite melainkan dengan menyampaikan 
usulan pembiayaan berserta lampiran-lampirannya. 
3. Perjanjian kontrak 
Setelah mendapatkan persetujuan, tahap selanjutnya adalah surat persetujuan  
prinsip pembiayaan yang berisikan : 
a. Jenis fasilitas pembiayaan 
b. Jumlah plafon fasilitas 
c. Jangka waktu pembiayaan 
d. Jaminan yang diberikan 
e. Persyaratan persyaratan 
f. Penetapan batas waktu penawaran 
Kemudian menyiapkan akad pembiayaan yang meliputi : 
a. Akta notaris 
b. Akta dibawah tangan 
4. Pencarian dana 
a. Penandatanganan akad pembiayaan beserta jaminan 
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b. Review terhadap kelengkapan dan kesempurnaan dokumen dokumen 
yang dipersyaratkan 
c. Penerbitan memorandum droping pembiayaan 
d. Droping pembiayaan 
Setelah semua langkah tersebut terpenuhi maka syarat-syarat tersebut akan 
di input oleh pihak bank, setelah diinput kemudian pimpinan akan mengecek 
kembali dan akan memberikan keputusan pembiayaan tersebut. Dalam membuat 
keputusan pembiayaan ada dua keputusan yaitu : pembiayaan tersebut di setujui 
atau ditolak, jika pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak Bank BTN Syariah 
akan melakukan konfirmasi pemesanan kepenjual/developer dan divisi 
operasional akan bertugas membuat form perjanjian akad.
4
 
Realisasi pembiayaan pencairan pembiayaan akan dimasukkan ke rekening 
nasabah, kemudian pemindahan kembali ke rekening penjual rumah yang 
bertujuan untuk membuktikkan bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari 
bank, dan nasabah telah mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara 
bank dengan penjual/developer. Pelaksanaan akad perjanjian pada tahap ini 
nasabah akan bertemu dengan perwakilan pihak bank untuk melakukan akad dan 
juga disaksikan notaris. 
 
 
                                                             
4
 Ibid.  
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B. Penerapan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah menurut Fatwa 
MUI  
Fatwa MUI tentang KPR rumah perlu menjadi pertimbangan dalam 
memutuskan beberapa jenis kredit pembelian rumah, seperti produk Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) bank, KPR subsidi, dan KPR langsung dengan 
developer, yang akan digunakan untuk membeli hunian. Sebab, harga rumah yang 
mahal dan kemampuan pembeli yang terbatas, menyebabkan kegiatan menjual 
dan teknik membeli rumah sering dilakukan dengan sistem kredit. Dalam Islam 
jual beli dengan pelunasan pembayaran secara angsuran diperbolehkan dan tidak 
sama dengan transaksi riba yang terlarang untuk dilakukan. Sehingga kredit 
rumah dalam pandangan Islam hukumnya boleh, selama menggunakan skema 
KPR bebas riba. Sebab pada kredit rumah tanpa riba ada kesepakatan mengenai 
sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli sejak awal transaksi. Hal ini 
menyebabkan adanya kepastian harga selama periode kredit. Berikut ini beberapa 
fatwa MUI tentang KPR Rumah: 
1. Fatwa tentang Jual Beli 
KPR merupakan bentuk jual beli tidak tunai atau bai’ al-taqsi>t}}}. 
MUI melalui Dewan Syariah Nasional memberikan arahan mengenai 
transaksi jual beli melalui fatwa DSN-MUI No.110 tahun 2017. Arahan 
fatwa MUI tentang KPR rumah yang disampaikan pada fatwa tersebut 
menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan jual beli tidak tunai dalam 
Islam. Seperti nash al-Quran surat Al-Baqarah (275) dan al-Maidah (1): 
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...َابِّرلا ََمَّرَحَو ََعْي َبْلا  َهَّللا ََّلَحَأَو... 
Artinya: “..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” 
(QS. Al-Baqarah:275)
5
 
َ ِدو ق عْلاِبَ او فْوَأَ او نَمآَ َنيِذَّلاَ اَهُّ َيأَ َاي  َََۚرْ يَغَ ْم كْيَلَعَ ٰىَلْ ت  يَ اَمَ َّلَِّإَ ِماَع ْنَْلْاَ  ةَمِيَبََ ْم كَلَ ْتَّلِح أ
يِّل  ِمُ 
ََ ٌم ر حَ ْم ت َْنأَوَ ِدْيَّصلا  ََۚاَمَ  م كَْيََ َهَّللاَ َّنِإ
 َدِير ي 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)6 
Dalam ketentuan fatwa yang telah dijelaskan diatas mengenai jual 
beli perumahan secara kredit di Jatikuwung, bahwasannya di 
perumahan tersebut transaksi jual beli melalui kredit syariah diterapkan 
karena memang untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan 
                                                             
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 2002), hlm. 69 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., hlm. 156 
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rendah dalam pembelian KPR di perumahan Jatikuwung. Dalam praktik 
jual beli perumahan di Jatikuwung telah menggunakan prinsip syariah 
ini didasari mereka tidak ada bunga kredit dalam pembiayaannya. 
Untuk mengganti kerugian finansial yang ada mereka sudah tercover 
diawal pembelian dengan meminta pembayaran uang muka yang lebih 
tinggi. Karena dalam KPR Syariah menggunakan (fix rate) sehingga 
tidak mengikuti perubahan harga pasar ini juga menjadikan kelemahan 
dalam pengambilan KPR Syariah, karena memang perubahan harga 
pasar tidak selalu naik, ada saatnya sewaktu-waktu turun. 
2. Fatwa MUI mengenai Uang Muka 
 Fatwa MUI tentang KPR rumah berikutnya adalah terkait dengan 
pembayaran uang muka pembelian rumah. Pembayaran uang muka atau 
down payment (DP) lazim dilakukan dalam transaksi jual beli rumah. 
Uang muka seringkali digunakan untuk menunjukkan kesungguhan 
pembeli dalam transaksi jual beli. Sekaligus mengikat penjual untuk 
tidak memberikan barang jualannya kepada penawar lainnya. 
 Seperti tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 13 tahun 2000 tentang 
uang muka dalam mura>bah{ah para ulama sepakat bahwa hukum 
meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. Sehingga, 
nasabah dapat menyetorkan uang muka pembelian kepada bank, sesuai 
nominal yang disepakati. Dan apabila ada pembatalan permohonan 
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pembelian dari nasabah, maka bank diperbolehkan mengambil ganti 
rugi dari uang muka yang disetorkan dan mengembalikan sisanya.
7
 
 Setelah dibahas dalam fatwa diatas mengenai uang muka dalam 
akad mura>bah{ah, di perumahan Jatikuwung sendiri uang muka atau 
biasa disebut dengan DP (down payment) sudah memang menjadi 
syarat dalam pembelian KPR disana. Karena memang untuk 
menujukkan kesungguhan calon nasabah dalam mengajukan KPR dan 
mengikat developer dengan calon nasabah agar rumah yang dipilih 
tidak ditawarkan kepada calon nasabah yang lain. Namun, apabila calon 
nasabah membatalkan pembelian KPR maka pihak bank diperbolehkan 
mengambil uang ganti rugi dari uang muka yang disetorkannya. Dalam 
fatwa diatas memang pengambilan ganti rugi diperbolehkan guna 
menutupi kerugian finansial yag telah dijalin antara calon nasabah. 
3. Fatwa MUI tentang Mura>bah{ah 
 Sebagai penggganti transaksi pinjaman uang dengan sistem bunga, 
digunakan akad jual beli mura>bah{ah sebagai salah satu akad KPR 
Syariah yang sering digunakan di lembaga perbankan syariah. Majelis 
Ulama Indonesia melalui DSN, telah menerbitkan dua fatwa ulama 
mengenai mura>bah{ah, yaitu fatwa DSN-MUI  No. 111 tahun 2017 
tentang akad jual beli mura>bah{ah dan fatwa DSN No. 4 tahun 2000 
tentang mura>bah{ah.8 
                                                             
7 Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam mura>bah{ah 
8
 Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/X/2000 Tentang Akad mura>bah{ah 
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 Fatwa No. 111 merupakan fatwa induk mengenai mura>bah{ah, 
sehingga dapat digunakan untuk segala kegiatan transaksi jual beli 
secara syariah. Sedangkan, untuk produk KPR yang diterbitkan oleh 
lembaga pembiayaan seperti bank syariah, harus memenuhi ketentuan 
(dawabit{) dan batasan (H{udud) yang terdapat pada Fatwa DSN No. 4 
tentang mura>bah{ah. 
 Selain itu, setiap produk KPR Syariah dan kegiatannya wajib 
mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan 
tersebut. DPS inilah yang menguji kesesuaian produk dengan ketentuan 
fatwa MUI tentang KPR rumah, sehingga setiap produk KPR yang 
menggunakan akad mura>bah{ah telah sesuai ketentuan syariah. 
 Dalam fatwa diatas telah dijelaskan jual beli rumah dengan 
menggunakan akad mura>bah{ah. Dalam produk KPR yang ada di BTN 
Syariah telah memenuhi syarat akad mura>bah{ah dimana penjual 
memberi tahu biaya modal ke nasabah, kontrak harus sah sesuai 
dengan rukun yang telah ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual 
harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.  
 Dalam praktiknya di BTN Syariah akad mura>bah{ah menjadi salah 
satu prosedur atau proses dalam pembiayaan pengambilan KPR 
dimana bank meminta keuntungan/nisbah dari  harga jual rumah 
tersebut. Hal ini memang menjadi salah satu kesepakatan dalam 
pembiayaan mura>bah{ah antara calon pembeli dengan bank. 
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 Hukum jual beli secara kredit (bai’ Taqsi>t}}}) pada hakikatnya adalah boleh, 
karena Rasulullah SAW sendiri pernah mempraktikannya. Praktik transaksinya 
merupakan transaksi tabarru’, yaitu semata dimaksudkan untuk kebutuhan sosial 
dan tolong menolong. Bahwa jual beli secara kredit adalah diperbolehkan dalam 
syariat dengan syarat harga ditentukan diawal. Pembelian KPR dengan sistem 
kredit syariah adalah tidak mengandung unsur riba manakala mengikuti akad 
musyarakah munta>hiy{ah bi at tamlik atau bai’mura>bah{ah. Bila jual beli disertai 
dengan adanya down payment (DP) sementara besaran angsuran adalah tetap 
(fixed) selama berlangsungnya masa cicilan kredit/angsuran, maka hal ini 
menandakan ada unsur riba di dalam akad jual beli tersebut karena dalam 
musyarakah mutana>qishah mensyaratkan turunnya harga sewa seiring masa 
angsuran/penebusan kredit. 
 Dalam Prakteknya Pelaksanaan Jual Beli Perumahan dengan Sistem Kredit 
Syariah di perumahan Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar bisa dikatakan 
bagus atau sesuai ketentuan dan aturan hukum perumahan yang telah berlaku serta 
Fatwa yang telah ada. Namun, dalam angsuran/cicilan di perumahan jatikuwung 
tidak bisa menggunakan kartu kredit. Mereka menerima secara angsur tunai 
ataupun via transfer melalui rekening bank yang telah ditunjuk sebagai mitra.  
Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah di Jatikuwung sangatlah mudah 
pihak pengembang akan menuntun calon nasabah yang belum paham dalam 
pembelian rumah hingga disetujui oleh bank dan melakukan akad kredit 
disaksikan oleh notaris. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah dilakukan analisa pada bab sebelumnya melalui beberapa 
metode maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Untuk mendapatkan suatu pembiayaan mura>bah{ah dalam transaksi 
pengambilan/pengajuan KPR di Jatikuwung maka calon nasabah harus 
melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak 
pengembang. Setelah semua persyaratan tersebut terkumpul, pihak 
pengembang lalu melakukan analisa terhadap pembiayaan yang 
diajukan. Dengan menggunakan prinsip 5 C dan 7 P. Apakah calon 
nasabah tersebut benar-benar layak dan sanggup untuk diberikan 
pembiayaan atau tidak. Analisa pembiayaan ini sangatlah penting 
karena untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya 
pembiayaan yang bermasalah. 
2. Dalam praktiknya pengajuan KPR di Perumhan Jatikuwung sangatlah 
mudah karena memang pihak pengembang membantu calon nasabah 
dalam pengambilan KPR tersebut hingga akad kredit. bahwa di Bank 
BTN Syariah dalam praktiknya menggunakan akad mura>bah{ah dimana 
pihak developer selaku pengembang menjual kepada Bank BTN 
Syariah kemudian calon nasabah membelinya dengan cara mengangsur 
sesuai dengan margin/keuntungan yang telah disepakati diawal.  
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Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Jatikuwung telah 
sesuai Fatwa MUI tentang KPR yang meliputi Fatwa mengenai Jual 
Beli, Fatwa tentang mura>bah{ah, Fatwa tentang Uang Muka,. 
Pembelian KPR dengan sistem kredit syariah adalah tidak 
mengandung unsur riba manakala mengikuti akad bai’ mura>bah{ah. 
B. SARAN 
 
1. Dalam Pembiayan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan 
Jatikuwung untuk lebih memaksimalkan dalam perencanaan 
pengambilan rumah agar calon nasabah yakin dan tidak ragu dalam 
mengambil rumah melalui KPR. Meskipun pembelian secara 
tunai/cash justru lebih murah ketimbang Kredit.  
2. BTN Syariah Cabang Solo agar selalu mengembangkan Produk KPR 
BTN Syariah iB, karena memang KPR di BTN Syariah merupakan 
salah satu produk utama. Demi kepercayaan masyarakat untuk 
mengajukan KPR. 
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 TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PIHAK PENGEMBANG 
Nama : Ibu Zuni Rahmawati 
Pertanyaan  
1. Syarat apa sajakah yang diperlukan untuk mengajukan KPR di perumahan 
Jatikuwung ? 
Jawab :   Untuk pegawai   
  KK, KTP, Surat Nikah, NPWP, Slip Gaji (3 bulan terakhir),  
rekening koran (3  bulan terakhir), surat keterangan kerja 
  Untuk wiraswasta  
  KTP, KK, Surat Nikah, Laporan Keuangan (6 bulan terakhir), 
NPWP, SIUP TDP 
2.  Bagaimana alur/mekanisme pelaksanaan pengambilan rumah di perumahan 
jatikuwung ? 
Jawab : Syarat yang diatas harus lengkap, calon pembeli harus lolos dari BI 
checking bahwasannya calon nasabah tidak ada pinjaman yang menunggak 
atau harus lancar angsurannya bila nasabah memiliki cicilan di bank.  
3. Ada berapa unit rumah, type yang ditawarkan di perumahan jatikuwung ? 
Jawab : di jatikuwung ada 139 unit dan 3 ruko 
  Blok A 12 Unit/Type 54 
Blok B Total 49 Unit dengan Type 54/12 Unit, Type 45/13 Unit, 
Type 30/24 Unit  
Blok C Total 46 Unit dengan Type 45/12 Unit, Type 36/26 Unit, 
Type 30/26 Unit 
Blok D 14 Unit/Type 36 
4. Perbedaan pembelian perumahan secara cash dan cicilan ? 
Jawab : jika secara cash orang yang terlibat hanya Calon Pembeli Notaris dan 
Pengembang 
Sedangkan untuk pembelian secara KPR yang terlibat Calon Pembeli, Bank, 
Pengembang dan Notaris. 
5. Apakah disni ada KPR subsidi dan non subsidi, apa perbedaannya ? 
Jawab:  
No Subsidi Non Subsidi  
1 Ada Bantuan Uang muka oleh 
pemerintah 
Semua biaya dari calon pembeli 
2 Angsuran flat (ringan) Bunga angsuran mengikuti pasar 
3 Harga sudah ditentukan oleh 
pemerintah 
Harga tergantung dari pengembang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BANK BTN SYARIAH SOLO  
Oleh Bapak Hedi selaku Marketing KPR 
1. Ada berapa jenis KPR yang ditawarkan di bank btn syariah ? 
Jawab : 3 jenis 
a. Pembelian rumah : baru dan bekas 
b. Refinancing : multiguna, renovasi 
c. Take over : pemindahan KPR dari bank konvensional ke bank syariah 
2. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pengambilan KPR ? 
Jawab :  
a. Data diri 
KTP, KK, NPWP, Buku Nikah  
b. Pendapatan 
Slipi gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan pegawai tetap 
Sertifikat, IMB, PBB 
3. Bagaimana sistem penetapan margin dan keuntungan  di bank btn syariah ? 
Jawab : menggunakan sistem bagi hasil, pembagian margin tergantung 
pengambilan KPR serta tenor yang diambil (jangka waktu) 
4. Bagaimana proses angsuran KPR nya ? 
Jawab : setor tunai atau bisa melalui transfer ke BTN sebelum tanggal 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
